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TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN
KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN

BENDAHARA PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK DAN
RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO

KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (21 huruf g
dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangal Daerah, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran
dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari
Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada
Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan Rumah Sakit Daerah Kertosono
Kabupaten Nganjuk;

Mengingat 1.

2.

J.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20 i 1 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
20 14 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OI4 terrtang Administrasi
Pemerintahan;
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7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

I 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 20 15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Da-lam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahur. 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tefiang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1l Tahun
2023:.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor l Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENBTAPAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH
NGANJUK DAN RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK.

Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan
Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna
Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Rumah Sakit
Daerah Nganjuk dan Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten
Nganjuk dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Bupati ini.

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU melaksanakan fungsi sebagai Unit Organisasi Bersifat
Khusus.

ttd.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor 1881453/K/4ll.Ol3l2023 Tentang Penunjukan Dan
Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna
Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar,
Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan
Dan Bendahara Pengeluaran Pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten
Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal I Pebruari 2O24

Salin dengan aslinya
IAN HUKUM,

SRI HANDOKO TARUNA

KE

Pembina
NrP. 19680501

SUTRISNO M.Si

a

tI
99202 | OOl

PJ. BUPATI NGANJUK,



T-AMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NCANJUK
NOMOR r88/67lK/ 4t t.O 13 / 2024
TENTANC PENETAPAN KUASA PENGCUNA ANGOARAN DAN PELTMPAHAN KEWENANGAN PENGDI'ITAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANCCARAN KEPADA KUASA PENGCUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK DAN RUMAH SAXIT DAERAH KERTOSONO KAAUPATEN NGANJUK

No
Satuan Kerje Perangkat

Daerah (SKPDI
Pen&tuna Anggaran Kuesa Pcngguna Anggaran,

Bendahara Rumah Sakit Daerah
B€rfungsi eebagei UOBK

Nama/Gol./NlP.

TuSas yang
Dilimpahkan

Program / Kegiatan

l 2 3 4 5 6
Dinas Kcsehatan
Kabupaten Ngaojuk

Kep6.la Dina3 Kesehatan
Kebupaten NSanjuk

Rumah Sakit Dacrah Nganiuk
dr. Tien Fa.ride Yani, MMRS
Pembina Tingkat l, lv/b
NIP 19730308 200501 2 0r I

I menyuaun RKA-Unit Orgenisasi Beraifat Khusu8;
2 meryusun DPA-Unit Organisadi BcEifat Khusu8;
3 mclakukan tindekan yang mengakibatlah

pen8eluaran atas beban anSSaren belanje dar/etau
pcngeluaran pcmbiayaen;

4 melaksenekan enggeran pada unit orgenisasi
bcrsifat khusuB yang dipimpinnye;

5 melalukan p€ngujian etas tagihsn dan
memerintahkan pcmbayaran;

6 melaksaneken pemungutan rctribusi daerah;
7 mengadakan ikatan/perjanjian kcrja sama dengan pihak

lain dslam batas ang8aran yanS telah ditetapkan;
8 menandatangeni SPM;
I menSelola utenS dan piutang dacrah yeng menjedi

tanggunSjaweb Unir SKPD yeng dipimpinnys;
l0 menyusun dan menyampaikan lapo.an keuangan unit

orSanisasr bcrsifat khu8us yang dipimpinnya;
11 mengswasi peleksanean angSaran pada Llnit

organisesi bcrailat khusus yang dipimpinnyal
l2 menetapkan PPrK dan PPK-Unit SKPDi
13 menctapkan pejaMt lainnya dalam unit orSsnisasi

bcGifat khusus yang dipimpinnya dalam rqngke
pcngelolean kcusngen deerah;dan

14 melaksanakan tugas lainnya ssuai dcngan
ketentuan pcrsturan p€rundang-undanSan.

1

a- Bendahara Pencrimern
Diah Rahmewati, SE, MM
Peneta Tinskat I, lll/d
NIP 19820619 201r0r 2 007

Tuges den Wewenang
1 menerirna, mcnyimpan, menyctorken ke rekening

kas umum daereh, mcnateusghakan dan
memrlcrtanSSunSiawabksn pcndapaten da€rah yanS
ditcrimenya;

2 meminta bukti transaksi atas pcndapatan yanS
diterima lanSoung melatui RKUD;

3 melekukan verifikasi dan r€konsiliasi dengan Bank yanS
ditetapkan olch Kepala Daerah;

4 meneliti kes€suaian antara jumlah uang yang
diterima dcngan jumlah yang telah ditctapk6n;

5 menatausahakan dan mcmpcnanggundewabkan
pcndapatan dacrah yang diterimanya; dan

6 m€nyiapkan dokumen pcmbayaran atas p€ngcmbalian
kelebihan pendapan daerah.

a Program Pcnuniang Urusan Pemcrintahsn Daereh Kabupaten/Kota
I Peningkatan Layanan BLUD
1 Petayanan dan Penunjeflg Pclayanan BLUD Rumeh Sakit Daemh NSanjuk

b. Bendahara Pengeluaran
Sudariyati, SH
Itnata Tinakat I, III/d
NtP 19670709 194903 2 020

Tugas dan Wewenang
I mcnSajukan pcrmintaen pembayaran menggunakan SPP

UP. SPP TU, dan SPP L,si
2 mcncrima dan m.nyirnpen UP, CU, den TU;
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3 mele-kansl<an pcmbayaren da.ri UP, GU, dan TU yanS
dikelolanya:

4 menolak pcrintsh bayer dari PA yeng tidal scsuai
dengan ketentuan p€raturan perundanS- u nden8an;

5 mcneliti kclcngkapan dokumcn pcmbayaren;
6 membuat laporan pertanggunEjawat an accara

administretif k pada PA dan laporan
pcrtanggundawaban secara funSaional kePeda BUD
secara Periodik; dan

7 memungut dan menyetorkan pajak s€suei dengen
ketentuan pareturan peru ndang- undangan;

8 melakukan rckonsiliesi dengan Bank yanS ditetapkqn
I(epele daerah;

9 mcmerise kaa s€cara periodik;
I O mencrime dokumen bukti transaksi s€cara elclrtonik atau

dokurnen fisik dari bankr
1l mcnerima dan menyctorkan ates p€ngcmbalien

b€lanje atas kor.ksi atau hasil pcmenksaan intemal dan
ekstemel;

12 mcnyiapkan dokumen surat tenda sctoran ates
peng.mbalien bclenja akibet koreksi atau hasil
pcmcriksaan intemal dan ekstemel; den

13 Flaksanaan ang8aran p.ngeluaran p€mbiayaan pada SKPD
yeng melak3qnakan fun8si BUD.

b Prografi Penuniang Urusan Pcmerintahan Daerah Kabupaten/Kota
I PcninSkatan layenan BLUD
I Pelayanan dan Penunjang Pcleyanen BLUD Rumah Sekit Daerah Kertosono

I mcnyusun RKA-Unit Organisesi Bcrsifat Khusus;
2 menyusun DPA-Unit Orfanisasi Beraifat Khusus;
3 mcl,Ekukan tindakan yang menSakibatken

pengeluaran etas beban angaaran bclenja dan/ateu
pcnSelusran pcmbiayaan;

4 mclaksanakan anggaian pada Lrnit organisasi
bersifat khusua yanS dipimpinnya;

5 m.lakukan pengujian atas tagihan dan
memenntahkan pcrhbeyaran;

6 melaksanakan D.munEutan retribusi daerah;
7 mcngadakan ikatan/perjanjian kcrja sama dengsn Pihak

lain dalam batas ens8aran yang teleh ditetaPkan;
8 menandstangani SPM;
9 mcnSelola utang dan piutang daerah yeng mcnjadi

tanggungjawab Unlt SKPD yarS dipimPrnnye:
10 mcnyusun dsn menyemparkan lspora[ kcuanSan urdt

organisasi bcrs at khusu! yan8 dipimpinnya;
I I meDgawasi pclaksanean anSSaran peda unit

orAanBasi bcrsifat khusus yanS dipimpinnya;
l2 henctapkan PPIX den PPK-Unit SKPD;
13 menetapkan pcjabat lainnye delam unit orgenisasi

b.rsifqt khusus yang dipimpinnya dalam ran8ka
pengelolaan keuangan dacrah;dan

14 melaksanaken tuSas lainnye scsuai denSen
ketentuan peraturen perundanS-undanSan,

2 Rumah Sekit Deerrh Kcrtosono
d.- Suharyono, Sp.PD
Pcmbina Tingkst I, lvlb
NIP 19680622 200012 I 001

Tu8as den Wewenan*
I mencrima, menyimpan, mcnyctorken ke €kctring

kas umum daereh, mcnatausahakan dan
mempertanSSundawabkan pendapatan deerah yanS
dit€rihanya;

2 mcminta brlkti tranaaksi atas pendapatan yang
ditcrima lang8uns melalui RKUD;

e. Bendahara Penerimaan
Sukanui, S.Sos
Penata Tinakat I, lll/d
NIP 19680312 198801 2 002
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3 melakukan verifikasi dan rekonsiliesi denga-n Bank yang

ditetapksn oleh l(ep6la Deereh;
4 mcneliti kcaesuaiao antara jumleh uanS yang

ditcrima dcngenjumleh yeng telah ditctapkan;

5 menatausahakan dan mcmpertanggungiawabksn
pcndapatan da€rah yang diterimanya; da.

6 menyiapkan dokumen pembeyeran atas penSembalian
kelebihan p€ndapan daerah.

b. Bcndahre Peng€lueren
Good Eka Murtiningsih, SE
Pcnata Tinakat I, III/d
NrP 19770323 201tOl 2 003

Tuma dan Wcwenang
I mengajukan p€rmintaan pembayaran mengSunekan SPP

UP. SPP TU. dan SPP LXil

2 menedma dsn rnenyimpan UP, GU, dan TU;
3 melelca.nakan pembayaran dari UP, OU, dan TU yanS

dikclolenya;
4 menolak pcrintah bayar dari PA yang tidak s€suai

denSan ketcntuan p€raturan pc.undsng-undangen;
5 mcneliti kelcngkapen dokum€n pembayaran;
6 mcmbuat leporan pertanggunSiawaban sccara

administratif kcpada PA dan laporan
pcrtanggunSjawaben sccare fun8aionel kepada BUD
s.cera pcriodik; dsrr

7 mcmunSut dan mcnyetorkan pajak s€suai denSan
kltentuan persturen pcrundanS-undangan;

8 melakukan rekonailiasi dengan Bank yanS ditetapkan
Kepala daerah;

9 mcmcrisa kas s€cara periodik;
lO mcnerima dokum€n bukti transaksi accara elcktronik atau

dokumen fisik dari bank;
1I mcncrima dsn mcnyetorksn atas pengcmbalian

b€lenje atas koreksi atau hasil pemcriksaan intemal dan
ekstcmal;

12 mcnyiapkan dokumcn surat tandd setoren atas
pcnSembalien b€lanja akibat koreksi atau hasil
pcmcriksaen intemel den ekstemal; dan

13 p€laksanaan an8saran p€ngaluaran p€mbiqvsan peda SKPD
Yanr melaksanalan funcai BUD.

KE PAI,\
Salinan susi denSan aslinya

IAN HUKUM,

Pembina
NIP. l96aO50 lool

PJ. BUPATI NGANJUK,

rtd-

SRI HANDOKO TARUNA


